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Abstract

Background of the study: Electronic record keeping is one of the things Submitted: 25 March 2019
that can significantly affect the implementation of e-government, because Accepted: 11 April 2020
every transaction with the e-government will create electronic archives.

However, many countries in the world still do not pay attention to the * Correspondence:
practice of managing their electronic archives, especially in developing Esti Putri Anugrah
countries, one of them is Indonesia. E-mail:
Purpose: This article aims to know the practice of electronic record keeping estiputri48@gmail.com

in the implementation of Indonesia e-government.

Method: The writing method used in this article is a literature review by
identifying secondary literary sources and archival legislation in Indonesia
as a basis for conducting electronic record keeping.

Findings: The implementation of electronic record keeping should be done
well and correctly. Because when electronic record keeping in a government
has been doing did good and true, it will automatically be able to support the
implementation of e-government as already done by developed countries in
the world.

Conclusion: Electronic record keeping in developing countries is used as a
strategy in implementing e-government.
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Abstrak

Latar Belakang Masalah: Electronic record keeping merupakan salah satu

hal yang bisa mempengaruhi secara signifikan pada implementasi e-

government, karena setiap transaksi di dalam e-government tersebut akan

menciptakan arsip elektronik. Namun, yang terjadi ialah banyak negara di

dunia yang masih kurang perhatian pada praktik pengelolaan arsip

elektroniknya, terutama di negara-negara berkembang, salah satunya Negara

Indonesia.

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik electornic record

keeping dalam mendukung implementasi Indonesia e-government.

Metode Penelitian: Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini

yaitu tinjauan literature, dengan mengidentifikasi sumber-sumber literatur

sekunder dan perundangan-undangan kearsipan di Indonesia sebagai dasar

dalam melakukan electronic record keeping.

Temuan: Pelaksanaan electronic record keeping harus dilakukan dengan

baik dan benar. Karena ketika electronic record keeping dalam suatu

pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dan benar, maka secara otomatis

akan dapat mendukung dalam implementasi e-government seperti yang

sudah dilakukan oleh negara-negara maju di dunia.

Kesimpulan: Electronic record keeping di negara-negara maju digunakan

sebagai sebuah strategi dalam pelaksanaan e-government.

Kata Kunci: Electronic record keeping, Indonesia e-government,
electronic record.
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Pendahuluan

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang saat ini semakin canggih dan
masif, membuat pihak pemerintah di negara seluruh dunia berupaya keras untuk semakin
meningkatkan kualitas layanan kepada warga masyarakat. Melalui perkembangan kecanggihan TIK
tersebut, pihak pemerintah menerapakan sistem e-government. Electronic government menjadikan
pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat agar menjadi lebih efektif dan efisien
(Napitupulu, 2015; Sosiawan, 2008), serta yang terpenting dapat membuat pihak pemerintah lebih
dekat dengan rakyatnya (Hsu, Chen, & Wang, 2009), dan memberikan kemudahan bagi masyarakat
(Mutula, 2008). Lebih dari itu, implementasi e-government bisa untuk meningkatkan Kinerja,
transparansi, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Akbar, Pilcher, & Perrin,
2012; Asogwa, 2012; Mutula, 2008; Wamukoya, 2000). Tidak hanya negara-negara maju di dunia
saja yang menerapkan e-government, namun implementasi tersebut juga dilakukan di negara-negara
berkembang termasuk Negara Indonesia.

E-government di Negara Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “Indonesia e-
governement”. Dengan menerapkan Indonesia e-government ini, pihak pemerintah melakukan
inovasi baru pada layanan publik, tidak hanya di pemerintahan pusat saja namun juga di
pemerintahan daerah (Fernandes & Fresly, 2017). Sebenarnya “Indonesia e-governement” ini mulai
diterapkan pada tahun 2001, yang secara yuridis ditandai dengan dikeluarkannya Keppres nomer 6
sebagai pedoman pemanfaatan dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di dalam
sistem administrasi negara, kemudian disusul dengan keluarnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang
pengembangan sebuah kerangka kerja bagi e-government. Target dari pihak pemerintah pusat
Indonesia akan terus mengembangkan Indonesia e-governement sampai 2020 nanti (Ratmanto,
2006).

Ketika e-government pada suatu pemerintahan telah diterapkan, maka transaksi pelayanan
publik sebagian besar dilakukan secara online atau melalui media perantara (Wauters, 2006), yang
secara otomatis akan menghasilkan suatu arsip elektronik sebagai bukti transaksinya. Dengan begitu
arsip mempunyai kegunaan fungsi baru dalam pemerintahan, yaitu dalam bentuk arsip elektronik
(Wamukoya, 2000), walaupun tidak dapat dipungkiri masih ada arsip dalam bentuk kertas atau
manual (Kemoni, 2009). Arsip elektronik sebagai bukti transaksi tersebut harus dikelola dengan
baik pula (Ismail & Jamaludin, 2009), ketika arsip elektronik dikelola dengan baik maka akan dapat
membantu mewujudkan implementasi e-government (An, 2009; Kulcu, 2009). Tidak hanya
didukung dari infrastruktur atau kualitas SDM yang menguasai bidang teknologi informasi saja,
namun salah satu aspek yang dapat mewujudkan e-goverment ini adalah melakukan pengelolaan
arsip elektronik dengan baik. Sebaliknya, apabila arsip elektronik tidak dikelola dengan baik dan
benar bisa jadi ancaman yang serius (Brendan, 2013).

Untuk melakukan pengelolaan arsip elektronik dengan baik dan benar membutuhkan suatu
undang-undang sebagai payung hukumnya (Hamooya, Mulauzi, & Njobvu, 2011). Undang-undang
kearsipan yang komprehensif menjadi prasyarat penting untuk melakukan pengelolaan arsip
(Mnjama, 2014). Undang-undang dapat digunakan untuk meletakkan instruksi dan mandat dalam
menetapkan kerangka kerja untuk mengelola arsip elektronik (Ismail & Jamaludin, 2009). Undang-
undang juga dapat menekankan pentingnya menjaga dan memelihara arsip elektronik yang dapat
dipertanggungjawabkan (Maroye et al., 2017). Sejauh ini, di beberapa negara undang-undang
kearsipannya masih hanya menegaskan pada pengelolaan arsip dalam bentuk manual atau kertas,
belum memberikan perhatian lebih pada pengelolaan arsip dalam bentuk elektronik. Hal ini, sesuai
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngoepe & Saurombe (2016), bahwa dari sembilan
negara dari Benua Afrika yang diidentifikasi dan dianalisis undang-undang kearsipannya, hanya
satu negara saja yaitu Negara Afrika Selatan yang mencatumkan secara jelas pengelolaan arsip
elektronik di dalam undang-undang kearsipan, sedangkan delapan negara lainnya yaitu Boswana,
Leshoto, Malawi, Namibia, Swazilan, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe tidak mencantumkan
pengelolaan arsip elektronik dalam undang-undang kearsipan. Pelaksanaan pengelolaan arsip
elektronik di delapan negara tersebut menginduk pada undang-undang kearsipan yang ada. Padahal
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di sisi lain, penciptaan arsip elektronik dari proses transaksi yang dilakukan semakin meningkat
jumlahnya.

Dari fenomena permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pelaksanaan
pengelolaan arsip elektronik dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada kelancaran
implementasi e-government pada suatu pemerintahan negara. Artikel ini, memiliki tujuan untuk
menilai sejauh mana penerapan pengelolaan arsip elektronik dalam mewujudkan Indonesia E-
goverment. Di mana Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang
berupaya keras dan gencar-gencarnya untuk menerapkan Indonesia E-government.

Tinjauan Pustaka
Perkembangan Arsip Elektronik

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang menawarkan
berbagai banyak sekali kemudahan bagi masyarakat yang menggunakannnya. Tidak terkecuali bagi
pemerintahaan, kegiatan operasional dalam pemerintahan banyak sekali dibantu dengan
menggunakan kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, penciptaan arsip pemerintahan tidak lagi
berupa cetak, namun berupa elektronik, oleh sebab itulah disebut dengan arsip elektronik. Arsip
elektronik ini, dari proses penciptaan sampai dengan penyimpanannya pun berupa elektronik.
Bahkan sekarang ini banyak instansi yang mulai melakukan digitasi pada arsip dalam bentuk
tercetak, yaitu mengubah arsip yang awal berbentuk tercetak menjadi berbentuk elektronik. Hal
tersebut disebabkan untuk menghemat tempat penyimpanan arsip karena pada setiap harinya jumlah
kuantitas arsip organisasi yang dihasilkan akan terus bertambah. Sedangkan penyimpanan arsip
elektronik tidak membutuhkan tempat yang luas secara fisik.

Pada dasarnya arsip elektronik (electronic record) merupakan catatan yang dibuat atau
disimpan dalam bentuk elektronik, baik analog atau digital. Arsip elektronik menurut NARA
(National Archives and Record Administration) adalah arsip-arsip yang disimpan dan diolah dalam
suatu format, di mana hanya mesin komputer yang dapat memprosesnya. Oleh karena itu, arsip
elektronik seringkali dikatakan sebagai machine readable records (arsip yang hanya bisa dibaca
melalui mesin). Electronic record merupakan informasi yang terkandung dalam file dan media
elektronik, yang dibuat, diterima, atau dikelola oleh organisasi maupun perorangan dan disimpan
sebagai bukti kegiatan (Rifauddin, 2016).

Sama seperti arsip tercetak, arsip elektronik juga memiliki kekuatam hukum dan diakui
sebagai alat bukti, meskipun bentuknya elektronik. Hal tersebut, didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 5 ayat (1)
disebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan
alat bukti hukum yang sah,” selanjutnya pasal 5 ayat (2) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) merupakan
perluasan dan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.” Dengan
berlakunya undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, maka arsip
elektronik juga harus diperhatikan dan dikelola dengan baik dalam kegiatan administrasi setiap
instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta, sama halnya dengan pengelolaan arsip cetak,
sehingga produk administrasi berupa arsip elektronik dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya
dan dapat memperlancar kegiatan operasional sebuah organisasi.

Pengelolaan arsip elektronik sedikit berbeda dengan arsip cetak, Menurut Read & Ginn,
2011 siklus pengelolaan arsip elektronik terdiri dari: creation and storage, distribution and use,
maintenance, dan disposition. Letak perbedaan antara siklus arsip cetak dan arsip elektronik
terdapat pada proses penciptaan dan penyimpanan yang berlangsung dalam satu tahap, serta proses
distribusi dan penggunaan juga berjalan dalam satu tahap, sedangkan pengelolaan arsip cetak,
masing-masing tahap berdiri sendiri sebagai suatu proses kegiatan. Sehingga melihat hal tersebut,
siklus pengelolaan arsip secara elektronik lebih bersifat efisien, jika dibandingkan dengan siklus
arsip cetak. Berikut ini, merupakan bagan dari siklus arsip elektronik:
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Disposition S—— Maintenance
Creation and Storage <«—— | Distribution and Use

Bagan 1. Siklus Arsip Elektronik
(Read & Ginn, 2011)

Pengelolaan arsip secara elektronik mempunyai banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh
organisasi, terutama memudahkan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan. Menurut Odgers,
2005, beberapa manfaat dari pengelolaan arsip secara elektronik antara lain: 1) Cepat ditemukan
dan memungkinkan pemanfaatan arsip tanpa meninggalkan meja kerja; 2) Pengindeksan yang
fleksibel dan mudah dimodifikasi; 3) Pencarian secara full-text; 4) Kecil kemungkinan file akan
hilang; 5) Menghemat tempat; 6) Mengurangi resiko kerusakan arsip karena disimpan secara digital;
7) Memudahkan berbagi (sharing) arsip; 8) Meningkatkan keamanan; 9) Mudah dalam recovery
data.

Melihat fenomena transformasi dalam bidang kearsipan yang seperti itu, selain mendapat
keuntungan yang banyak dari pengelolaan arsip elektronik, juga menjadi sebuah tantangan baru bagi
para pengelola arsip untuk mampu melaukan pengelolaan arsip dalam bentuk cetak dan elektronik.
Kompetensi yang dimiliki para pengelola arsip juga harus diperbarui untuk menyesuaikan dengan
digital environment yang sedang mereka hadapi saat ini. Pengelolaan arsip elektronik menunjukkan
adanya batasan praktis untuk pengelola arsip. Seperti menurut Benfell (2002) mengidentifikasi
kendala anggaran, ketidakmampuan untuk sepenuhnya memproses arsip elektronik dan tingkat
material masuk yang tinggi, karena hal tersebut menjadi masalah utama yang harus ditangani para
pengelola arsip saat mengelola arsip elektronik.

Terdapat suatu kekhawatiran para pengelola arsip yang berkaitan dengan situasi saat ini,
dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi yang mulai telah memasuki bidang kearsipan.
Untuk pengelola arsip sekarang ini ini melibatkan penanganan arsip cetak dan digital. Hal ini
mengasumsikan bahwa mereka juga sangat memerlukan pemahaman tentang pekerjaan sehari-hari
mereka dalam digital environment, pengelola arsip wajib memahami dan menguasi ‘Sistem
Informasi Arsip’ yang digunakan di dalam masing-masing instansi, walaupun sekarang ini masih
banyak organisasi yang belum menggunakan sistem tersebut, namun lambat laun semua organisasi
pasti akan bertransformasi menggunakan sistem informasi arsip. Bidang kearsipan merupakan salah
satu bidang yang cepat dalam merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,
sehingga pengelola arsip juga harus mampu menyesuaikan di dalamnya (Swan, Cunningham, &
Robertson, 2002).

Indonesia E-government

Apabila melihat pada masing-masing negara di dunia, negara-negara tersebut memiliki
pengertian tentang e-government yang berbeda-beda, namun ketika ditarik dalam satu garis lurus
yang sama, memiliki kesamaan yaitu penggunaan kecanggihan teknologi dalam pemerintah untuk
pelayanan publik. Berikut ini pengertian e-government di empat negara (Sosiawan, 2008):

“E-government adalah sebuah cara bagi pemerintahaan untuk menggunakan sebuah
teknologi baru, untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahaan akses untuk
pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta
memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi. ”

(Pemerintah, New Zealand)
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“E-government mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online
pemerintahan melalui internet atau media digital lainnya.”
(Pemerintah United State)

“Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication
Technology -ICT) yang modern pada pengadministrasian negara, melalui berbagai aplikasi. ”
(Pemerintah Italia)

“Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan
pemerintahan yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan
pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat
pemerintahan.”

(Asian Development Bank)

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa Negara Indonesia pada saat ini berusaha
mengimplementasikan e-government di setiap instansi pemerintahan untuk melakukan pelayanan
publik. Selain ditandai dengan dikeluarkannya Keppres nomer 6, sebagai pedoman pemanfaatan
dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di dalam sistem administrasi negara,
kemudian disusul dengan keluarnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003, tentang pengembangan sebuah
kerangka kerja bagi e-government, implementasi Indonesia e-government juga didukung oleh
Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan
Pemerintah No. 61 tahun 2010, tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut pihak pemerintah wajib
membagikan segala informasi publik sebagai bentuk tranparansi pemerintah kepada warga
masyarakatnya.

Implementasi e-government ini dilakukan dengan penataan sistem manajemen dan proses
kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi. Menurut Satriya (2006) Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2
kegiatan utama yaitu: 1). Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses
kerja secara elektronis; 2). Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat
diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Dari hal tersebut di
Negara Indonesia sendiri masing-masing instansi pemerintah, dalam hal pelayanan publik telah
menggunakan bantuan teknologi dan hampir masing-masing dari instansi pemerintahan, baik pusat
maupun daerah telah mempunyai website instansi. Website tersebut digunakan untuk akses
informasi oleh warga masyarakat.

Namun, apabila dibandingkan dengan negara-negara di dunia atau negara-negara di kawasan
asia tenggara, implementasi e-government Negara Indonesia masih berada di peringkat bawah.
Berdasarkan survei dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), e-government Indonesia berada di
peringkat 109 pada tahun 2010, di peringkat 106 pada tahun 2014, dan di peringkat 116 pada tahun
2016. Terdapat hambatan dalam implementasi e-government di Indonesia, seperti sistem
manajemen informasi yang belum maksimal, keterbatasan kompetensi dari sumber daya manusia,
dan kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet (Jaya, 2009).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode tinjauan literatur. Tinjauan
literatur dilakukan dengan meninjau dari berbagai literatur dan sumber-sumber sekunder berupa
penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik pembahasan yaitu fenomena-fenomena permasalahan
tentang penerapan pengelolaan arsip elektronik dalam membantu ilmplementasi Indonesia e-
government. Literatur-literatur tersebut kemudian diidentifikasi, sehingga akan dapat dirumuskan
sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain menggunakan sumber-
sumber literatur sekunder, juga menggunakan beberapa perundang-undangan kearsipan di Indonesia
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yang berfokus pada pengelolaan arsip, baik cetak maupun elektronik yang kemudian diidentifikasi.
Penulis mengumpulkan dokumen Undang-undang Kearsipan Republik Indonesia secara online
melalui website resmi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yaitu pada alamat website
www.anri.go.id. Pihak ANRI mengunggah Undang-undang Kearsipan Republik Indonesia ke dalam
website-nya secara lengkap dimulai dari undang-undang kearsipan yang pertama sampai dengan
yang terbaru.

Hasil dan Diskusi
Peran Electronic Record Keeping untuk Membantu Implementasi E-government

Implementasi e-government di masing-masing pemerintahan negara di dunia, dimulai dari
perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin kesini semakin canggih,
sehingga dapat membantu warga masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pihak
pemerintah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi tersebut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan untuk
menerapkan e-government ini tidak dapat dikatakan mudah, masing-masing pemerintahan negara
di dunia melakukan upaya keras, sehingga implementasi e-government tersebut menjadi maksimal.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi implementasi e-government ini, seperti halnya
infrastruktur teknologi yang digunakan (ADBI, 2005), kompetensi sumber daya manusia dalam
keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi (Sitokdana, 2015), dan yang tidak kalah
pentingnya faktor yang dapat mempengaruhi implementasi e-governement di masing-masing negara
adalah bagaimana arsip elektronik dikelola dengan baik dan benar sebagai bukti transaksi oleh pihak
pemerintah kepada warga masyarakatnya (Henriksen & Andersen, 2008).

Sekarang ini, pihak pemerintahan suatu negara tidak hanya arsip dalam bentuk kertas atau
manual saja yang harus dikelola dengan baik dan benar, namun begitu juga pada arsip elektronik.
Apalagi arsip elektronik memiliki karakteristik yang jauh berbeda dan saling bertolakbelakang
dengan arsip kertas, sehingga cara pengelolannya pasti berbeda. Menurut The National Archives of
Australia electronic archive merupakan arsip yang dibuat, dikomunikasikan dan dipelihara dengan
menggunakan teknologi komputer. Baik arsip yang ‘born digital' (dibuat menggunakan teknologi
komputer) atau arsip yang telah dikonversi ke dalam bentuk digital dari format aslinya (misalnya
scan dokumen kertas). Dan menurut 1SO 15489-1 Tahun 2001, archive management merupakan
pengelolaan arsip sebagai kegiatan yang bertanggungjawab untuk mengontrol penciptaan,
penerimaan, pemeliharaan, penggunaan, dan disposisi rekaman/rekod, termasuk untuk memperoleh
dan mempertahankan bukti dan informasi tentang kegiatan bisnis, transaksi dalam bentuk
rekaman/rekod secara sistematis dan efisien. Pengertian archive management dari 1SO 15489-1
tahun 2001 adalah pengetian archive management secara umum untuk arsip kertas ataupun
elektronik. Apabila arsip tersebut berbentuk elektronik maka yang dikelola adalah arsip elektronik.

Ketika pihak pemerintahan sekarang ini tidak hanya berfokus pada arsip kertas saja, namun
juga pada arsip elektronik untuk mendukung implementasi e-government, terdapat banyak sumber
literatur-literatur yang mengungkapkan bahwa pengelolaan arsip elektronik dengan baik dan benar
olen pemerintahan merupakan kunci sukses pada keberhasilan implementasi e-government
(Ambira, 2016). Seperti yang diungkapkan oleh pihak The National Archives of UK bahwa
pengelolaan arsip elektronik merupakan kunci sukses yang mendukung e-government. Hal yang
sama juga diungkapkan oleh Arsip Nasional Amerika Serikat, pengelolaan arsip elektronik
merupakan bagian penting dari infrastruktur implementasi e-government.

Banyak hasil penelitian juga mengungkapkan hal yang sama, menurut (An, Sun, & Zhang,
2011) penelitian telah menunjukkan bahwa pengelolaan arsip elektronik yang baik dan benar dapat
memperkuat layanan e-government dengan mendukung kelangsungan bisnis, keamanan dan
manajemen risiko, kepatuhan hukum dan akuntabilitas, pengambilan keputusan berbasis bukti dan
transparansi, pemerintahan yang baik dan kepercayaan publik, kinerja yang baik dan pembangunan
kemampuan pemerintah. Juga menurut (IMRT, 2011) bahwa pengelolaan arsip elektronik telah
menjadi hal yang penting bagi sebagian pemerintah yang sedang berusaha berusaha untuk
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menerapkan e-government, yang mana dari implementasi e-government ini menghasilkan arsip
dalam jumlah besar dalam format elektronik. Pelayanan publik dengan menggunakan kecanggihan
teknologi telah menghasilkan arsip elektronik sebagai bukti transaksi individu dan bukti ini perlu
dilestarikan serta dibuat transparan untuk warga masyarakat. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan
olenh IRMT mengamati bahwa implementasi e-government bergantung pada arsip yang dihasilkan
ketika warga mengakses layanan pemerintah dan terlibat dengan pihak pemerintah. Baik dan
buruknya pengelolaan arsip elektronik mempunyai resiko tersendiri.

Dari pemaparan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pengelolaan arsip elektronik menjadi titik
tumpu pada implementasi e-government, keberhasilan dan kegagalan bergantung penuh dengannya.
Tanpa akses yang baik pada arsip, pihak pemerintah tidak dapat mengambil keputusan yang bijak,
hal-hal yang menyimpang di pemerintahan tidak dapat dibuktikan, audit pada pemerintahan tidak
dapat berjalan dengan lancar, dan masih banyak akibat yang lain ketika pengelolaan arsip elektronik
tidak dilakukan dengan tepat (Mnjama & Wamukoya, 2007). Oleh sebab itu dapat kita temui banyak
pemerintahan terumata di negara-negara maju yang memiliki perhatian besar pada pengelolaan arsip
elektronik untuk mendukung implementasi e-government. Negara-negara maju tersebut seperti
United State of America, United Kingdom, dan Australia, terdapat satu negara berkembang yang
juga memiliki perhatian pada pentingnya pengelolaan arsip elektronik pada implementasi e-
government, yaitu Negara Malaysia. Sedangkan negara-negara berkembang lainnya masih belum
memiliki fokus lebih pada pengelolaan arsip elektronik, padahal mereka juga sedang berupaya
mengimplementasikan e-government, namun integrasi antara pengelolaan arsip elektronik dengan
implementasi e-government masih sangat rendah. Negara-negara tersebut seperti Kenya (Ambira,
2016), Botswana (Kalusopa & Ngulube, 2012; Moloi & Mutula, 2007) dan Tanzania (Ndenje-
Sichalwe, Ngulube, & Stilwell, 2011). Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut pada negara-
negara yang berkomitmen untuk mengingkatkan proses pengelolaan arsip elektronik dalam
kaitannya dengan implementasi e-government (Ambira, 2016):

United State of America

Pihak Arsip Nasional Amerika (NARA) membuat proyek baru yang bertujuan untuk
memberikan panduan tentang pengelolaan arsip elektronik yang berlaku di seluruh lembaga
pemerintahan dan nantinya lembaga-lembaga tersebut melakukan pemindahan arsip elektronik ke
Arsip Nasional Amerika dalam berbagai jenis data dan format, sehingga arsip-arsip tersebut dapat
dipertahankan untuk digunakan di masa depan oleh pemerintah Amerika Serikat dan warga
masyarakat.

Tujuan utama dari proyek tersebut adalah untuk memastikan pengelolaan arsip elektronik
yang memadai untuk mendukung implementasi e-government. Di mana implementasi e-government
ini merupakan bagian penting dari agenda presiden yang bertujuan untuk mempermudah warga
masyarakat dalam menerima layanan berkualitas tinggi dari pemerintah federal, sekaligus
mengurangi biaya dalam memberikan layanan tersebut. Menurut Arsip Nasional Amerika, proyek
tersebut adalah bagian dari dua puluh empat proyek di bawah strategi implementasi e-government.

United Kingdom

Sejak tahun 2001 Publik Record Organisation (PRO) yang ada di Britania Raya telah
mengembangkan kerangka kebijakan untuk pengelolaan arsip elektronik yang dapat mendukung
implementasi e-government. Secara spesifik kerangka kebijakan tersebut bertujuan untuk: 1).
Memberikan kerangka keseluruhan yang menggambarkan peran pengelolaan arsip elektronik dalam
strategi implementasi e-government. 2). Kerangka kebijakan pengelolaan arsip elektronik juga
ditujukan untuk memberikan pedoman pada pengembangan departemen strategi e-bisnis.

Melalui Arsip Nasional Inggris, pemerintah Inggris juga telah mengembangkan beberapa
panduan untuk mendukung pengelolaan arsip elektronik di seluruh lembaga pemerintah. Ini
termasuk antara lain: persyaratan bisnis untuk mengelola informasi digital, mengelola kontinuitas
digital (untuk pelestarian arsip digital); dan mengelola arsip digital tanpa EDRMS (Electronic
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Dokument And Record Management System). Semua pedoman pengelolaan arsip telah disediakan
secara online dalam situs web Arsip Nasional United Kingdom.

Australia

Melalui Arsip Nasional Australia, Australia adalah salah satu negara di dunia yang telah
membuat langkah luar biasa dalam pengelolaan arsip elektronik. Pada tahun 2004, Arsip Nasional
Australia mengeluarkan pedoman untuk pengelolaan arsip elektronik, yaitu pedoman untuk
membuat, mengelola, dan melestarikan arsip elektronik. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk
memberikan panduan teknis tentang pengelolaan arsip elektronik Lembaga Pemerintah Australia.
Pada tahun 2011, Pemerintah Australia mengembangkan Kebijakan Transisi Digital Australia, yang
bertujuan untuk memindahkan arsip elektronik lembaga Pemerintah Australia ke manajemen
informasi, sehingga terciptanya keefektifan dan efisiensi pengelolaan arsip elektronik. Selain itu,
Kebijakan Transisi Australia juga diperlukan untuk mendukung implementasi e-government.

Sejumlah pedoman lain telah dikembangkan di Australia untuk mendukung pengelolaan
arsip elektronik dan meningkatkan efisiensi implementasi e-government. Di antara ini termasuk:
Pedoman Arsip dan Proses Keamanan Online; Pedoman untuk Mengelola Rekening
Persemakmuran yang Dibuat atau Diterima Menggunakan Otentikasi dan Enkripsi; Penerapan
EDRMS - sebagai Pertimbangan Utama; Pedoman pelestarian secara digital: Digitalisasi arsip
dalam bentuk fisik atau kertas; Standar Metadata Arsip Pemerintah Australia; Pedoman Pelaksanaan
Standar Metadata Arsip Pemerintah Australia; Pengarsipan Sumber Daya Web: Pedoman untuk
Menyimpan arsip Berbasis Web di Pemerintah Australia; Pengarsipan Situs Web: Saran dan
Pernyataan Kebijakan.

Malaysia

Negara Malaysia, merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki perhatian tinggi
pada pengelolaan arsip elektronik, jika dibandingkan dengan negara berkembang yang lainnya. Pada
tahun 2001, Pemerintah Malaysia membentuk Electronic Records and Information Technology
Management (PRETM) yang dibuat oleh Arsip Nasional Malaysia (NAM) untuk bertanggung jawab
dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan arsip elektronik pemerintah dalam mendukung
implementasi e-government. Beberapa tugas utama dari PRETM sebagai berikut: mengidentifikasi
dan mentransfer arsip elektronik pemerintah untuk penyimpanan permanen, merumuskan standar,
panduan dalam pengelolaan, dan pemeliharaan arsip elektronik. PRETM juga bertanggung jawab
untuk meningkatkan sistem informasi Arsip Nasional Malaysia agar penyebaran dan akses kepada
informasi menjadi lebih mudah, serta sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2003 Arsip Nasional Malaysia, mengembangkan kebijakan tentang pengelolaan
arsip elektronik yang disebut dengan "manajemen arsip elektronik dan kebijakan manajemen arsip:
pedoman pengelolaan catatan elektronik™ yang bertujuan untuk memberikan pedoman teknis
pengelolaan arsip elektronik di lembaga pemerintah untuk mendukung implementasi e-government.
Pemerintah Malaysia melalui Arkib Nagara Malaysia, juga mengembangkan panduan yang lebih
spesifik untuk menangani pengelolaan arsip elektronik dalam lingkungan tertentu.

Pengelolaan arsip elektronik di Malaysia, memilki tujuan sebagai pilar utama untuk
keberhasilan e-government yang diperkenalkan pada tahun 1996. Oleh sebab itu, Pemerintah
Malaysia berkonsentrasi dalam membuat sejumlah kebijakan lain, kerangka peraturan dan teknis
untuk meningkatkan pengelolaan arsip elektronik yang memadai dalam mendukung e-government.

Dari contoh empat negara maju dalam hal pengelolaan arsip elektronik yang sudah
dijelaskan tersebut, memperlihatkan bahwa pengelolaan arsip elektronik sangat penting untuk e-
government yang efektif. Apabila diperhatikan lebih lanjut, dari empat negara maju tersebut,
masing-masing negara mempunyai peraturan ketentuan dalam pengelolaan arsip elektronik yang
dibuat oleh pihak pemerintah dan arsip nasional. Hal tersebut, menegaskan bahwa peraturan
ketentuan pengelolaan arsip elektronik memikili nilai yang sangat penting sebagai legalitas untuk
memenuhi persyaratan hukum dan administrasi. Karena tanpa adanya legalitas tersebut pelaksanaan
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pengelolaan arsip elektronik tidak berjalan efektif dan efisien. Ditambah lagi dengan perlunya
mengembangkan kemampuan untuk mengelola arsip elektronik, karena lingkungan yang dihadapi
oleh pengelola arsip berbeda dengan lingkungan sebelumnya.

Electronic Record Keeping di Indonesia dalam Mendukung Implementasi E-government

Electronic government atau biasa disingkat dengan e-government, digunakan untuk
meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan oleh
pemerintahan akan semakin berkualitas. Dalam menerapakan e-government tersebut, terdapat
banyak aspek sebagai pendukungnya. Salah satu aspek tersebut adalah pengelolaan arsip elektronik.
Hal ini, disebabkan dari beralihnya transaksi pemerintah ke warga masyarakat yang awalnya
dilakukan secara manual beralih menggunakan transaksi elektronik dengan menggunakan media
teknologi, komunikasi dan informasi sebagai perantaranya. Dari transaksi tersebut, operasional
pemerintahan menghasilkan arsip dalam bentuk elektronik dalam jumlah proporsi yang signifikan
(Ambira, 2016), sehingga arsip-arsip elektronik tersebut perlu dikelola dengan benar. Untuk
melakukan pengelolaan arsip elektronik dengan benar, diperlukan suatu framework dalam bentuk
undang-undang kearsipan yang dapat dikatakan “sah” di mata hukum. Undang-undang ini
diperlukan karena arsip merupakan suatu alat bukti kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi.

Berdasarkan hasil identifikasi pada sembilan perundang-undangan kearsipan yang berfokus
pada pengelolaan arsip, perundangan-undang kearsipan tidak hanya berfokus pada pengelolaan
arsip saja. Perundang-undangan kearsipan ini digunakan sebagai dasar dari pelaksanaan pengelolaan
arsip cetak maupun elektronik. Pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah menetapkan
undang-undang kearsipan yang dimulai sejak tahun 1971, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun
1971, tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Kearsipan, namun penjabarannya masih singkat dan
sederhana yang hanya mencakup arsip dalam bentuk cetak saja. Kemudian, pada Peraturan
Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam
Mikrofilm / Media, dalam peraturan pemerintah tersebut arsip tidak hanya dalam bentuk cetak saja
namun juga dalam bentuk mikrofilm. Mikrofilm ini diartikan sebagai film yang memuat rekaman
bahan tertulis, dan / atau gambar dalam ukuran yang sangat kecil. Pengelolaan arsip dalam bentuk
mikrofilm tidak dijelaskan dalam peraturan pemerintah ini, hanya dijelaskan tentang peralihan arsip
cetak ke dalam bentuk mikro film saja. Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa akibat adanya perkembangan teknologi,
informasi, dan komunikasi yang semakin canggih, sehingga informasi dalam bentuk elektronik
menjadi “sah” di mata hukum dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Dalam undang-
undang tersebut tidak dijelaskan pengertian arsip elektronik, yang ada hanya pengertian informasi
elektronik dan dokumen elektronik.

Pada tahun 2009, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan amandemen pada
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1971, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan menjadi
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan. Pada hasil amandemen undang-
undang yang memuat penjelasan lebih rinci dan detail tentang ketentuan pengelolaan arsip. Dalam
undang-undang tersebut pengertian arsip elektronik belum djelaskan, namun ada perubahan pada
pengertian arsip sendiri, di mana cakupan menjadi lebih luas. Arsip dalam Undang - Undang Nomor
43 Tahun 2009, tentang Kearsipan diartikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian penjelasan lebih rinci dari Undang - Undang
Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan dijelaskan pada PP No. 28 Tahun 2012, tentang
Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan. Meskipun peraturan pemerintah tersebut
dikeluarkan pada tahun 2012, pengertian arsip elektronik secara eksplisit belum dicantumkan di
dalamnya.

Pengertian arsip elektronik secara eksplisit baru muncul pada Peraturan Kepala ANRI
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Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik, karena mengingat bahwa
arsip dalam bentuk elektronik ini berguna untuk pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang,
sehingga keautentikannya perlu dijaga. Dalam peraturan kepala ANRI ini, arsip elektronik diartikan
sebagai arsip yang diciptakan (dibuat, diterima, atau disimpan) dalam format elektronik. Namun,
pengelolaan arsip elektronik belum dijelaskan dalam peraturan kepala ANRI tersebut. Begitupun
juga pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata
Naskah Dinas Elektronik ANRI, di dalam hanya menjelaskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan
arsip yang tergolong sebagai arsip naskah kedinasan saja bukan bentuk arsip secara umum.
Pengelolaan arsip elektronik baru dijelaskan pada Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2012, tentang
Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik. Kebijakan umum
pengelolaan arsip elektronik merupakan kerangka dasar bagi pelaksanaan program pengelolaan
arsip elektronik bagi seluruh lembaga pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam rangka
mendukung penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. Sehingga, dari pedoman tersebut dapat
memberikan acuan bagi seluruh lembaga pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah dalam
menyusun suatu kebijakan umum pengelolaan arsip elektronik di lingkungannya. Ketentuan
pengelolaan arsip elektronik masih berupa peraturan kepala ANRI, belum dalam bentuk undang-
undang. Selanjutnya, dalam Perka ANRI Nomor 15 Tahun 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Surat Elektronik di Pencipta Arsip yang membahas pengelolaan arsip elektronik dalam
bentuk yang lebih khusus yaitu arsip surat elektronik.

Jika dibandingkan dengan negara maju di dunia yang sudah lama terlebih dahulu membuat
peraturan pengelolaan arsip elektronik (Ambira, 2016) atau Negara Malaysia yang mengeluarkan
undang-undang pengelolaan arsip elektronik pada tahun 2001, dengan membentuk Electronic
Records and Information Technology Management (PRETM) yang dibuat oleh Arsip Nasional
Malaysia (NAM) untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan arsip
elektronik pemerintah dalam mendukung implementasi e-government (Shafie, 2007). Dalam
perundangan-undangan kearsipan di Indonesia, pengertian arsip elektronik baru muncul pada tahun
2011 pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2011, Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik,
dan untuk ketentuan pengelolaan arsip elektronik dikeluarkan pada tahun 2012, dalam Peraturan
Kepala Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum
Pengelolaan Arsip Elektronik. Dan itu masih berupa pedoman penyusunan kebijakan umum, belum
berupa ketentuan pengelolaan arsip elektronik yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik
Indonesia, yang kemudian dapat diterapkan oleh masing-masing lembaga pemerintahan. Sampai
tahun 2018 ini, belum ada perundang-undangan terbaru tentang pengelolaan arsip elektronik.
Sedangkan “Indonesia e-government” ini mulai diterapkan pada tahun 2001, yang secara yuridis
ditandai dengan dikeluarkannya Keppres nomor 6, sebagai pedoman pemanfaatan dan penggunaan
teknologi komunikasi dan informasi di dalam sistem administrasi negara, kemudian disusul dengan
keluarnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003, tentang pengembangan sebuah kerangka kerja bagi e-
government, namun untuk aspek legalitas pengelolaan arsip elektronik belum disiapkan dengan
maksimal. Hal tersebut, dapat menggangu kelancaran implementasi Indonesia e-government yang
terus dikembangkan sampai 2020 nanti. Meskipun banyak aspek yang dapat membantu dalam
implementasi Indonesia e-government, namun dari aspek pengelolaan arsip elektronik juga perlu
untuk diperhatikan. Maka dari itu, ketika teknologi, informasi, dan komunikasi berkembang dengan
canggih yang memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan arsip. Legalitas dalam bentuk
peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan harus mampu mengikutinya, sehingga
dapat berjalan secara beriringan (Ngoepe & Saurombe, 2016).

Simpulan

Implementasi e-government ini digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dari
segi keefektifan dan efisiensi melalui bantuan kecanggihan teknologi. Sebagai negara berkembang,
implementasi e-government di Negara Indonesia bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang dapat
berpengaruh signifikan dalam proses implementasinya. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti
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infrastruktur sebagai operasional untuk implementasi e-government, kualitas sumber daya manusia
yang menguasai bidang IT, management sistem informasi yang baik, namun salah satu hal yang
dapat membantu untuk implementasi e-goverment ini adalah melakukan electronic record keeping
yang baik. Hal tersebut dikarenakan, ketika program e-government ini sudah diimplementasikan
dalam sebuah negara, maka transaksi pelayanan publik dilakukan secara online atau melalui media
perantara teknologi, yang secara otomatis akan menghasilkan suatu arsip elektronik. Maka dari itu,
electronic record keeping harus dilakukan dengan baik dan benar. Ketika electronic record keeping
dalam suatu pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dan benar, maka akan dapat mendukung
dalam mewujudkan program e-government seperti yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju
di dunia.

Melihat belum maksimalnya praktik penerapan pengelolaan arsip elektronik di Indonesia
untuk membantu implementasi e-government, maka dibutuhkan peningkatan praktik tersebut dengan
mengoptimalkan segala sesuatu yang berhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan arsip elektronik.
Hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain, infrastuktur atau manajemen sistem informasi, sumber
daya manusia, dan yang tidak kalah penting perundangan-undangan kearsipan yang disesuaikan
dengan perkembangan zaman. Kajian dalam artikel ini, hanya terbatas pada penerapan pengelolaan
arsip elektronik dalam membantu ilmplementasi Indonesia e-government dengan kajian literatur
untuk memperkaya pembahasan. Maka, untuk rekomendasi peneltian selanjutnya, dapat dikaji
tentang bagaimana pengelolaan arsip elektronik ini dapat mendukung implementasi e-government di
Indonesia dari segi aspek mentalitas para pengelola arsip elektronik untuk mendukung implementasi
Indonesia e-government. Mentalitas ini merupakan cara bersikap dan cara berfikir seseorang terhadap
suatu hal yang ada disekitarnya. Melihat bahwa lingkungan digital ini merupakan lingkungan baru
bagi mereka yang dapat memberikan tantangan tersendiri.
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